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ABSTRAK 

 Nurhalisa. Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Sengketa Pilkada Dalam 

Menjamin Kepastian Hukum dan Demokrasi Daerah (Studi Kasus 

Pilwalkot Banjarbaru 2024). Skripsi, Pembimbing: Sulaiman Kurdi, 

S.Ag., MSI. Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah 

Syar‟iyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025. 

Kata kunci: Pengadilan Khusus, Sengketa Pilkada, Kepastian Hukum, 

Demokrasi, Banjarbaru 2024. 

Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan pengadilan khusus dalam 

penyelesaian sengketa Pilkada di tingkat daerah, dengan fokus pada studi kasus 

Pilwalkot Banjarbaru tahun 2024. Pilkada sebagai instrumen demokrasi lokal 

kerap menghadapi persoalan hukum, terutama yang bersifat administratif dan 

prosedural. Mahkamah Konstitusi (MK) selama ini diberi wewenang 

menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, meskipun secara konstitusional hanya 

berwenang pada hasil penghitungan suara. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi 

menangani pelanggaran administratif Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) 

yang berada di luar kompetensinya. Hal ini menunjukkan absennya lembaga 

yudisial yang secara sah dan efektif menyelesaikan sengketa prosedural pemilu.  

Metode penelitian yang digunakan bersifat hukum normatif dengan 

pendekatan perundangan-undangan dan konseptual, selain itu juga 

mengidentifikasi hambatan serta merumuskan solusi institusional yang konkret 

untuk memperkuat sistem hukum pemilu.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengadilan khusus 

menciptakan kekosongan hukum, menimbulkan ketidakpastian, dan membebani 

MK dengan tugas di luar kewenangannya. Pembentukan pengadilan khusus dinilai 

mendesak sebagai solusi kelembagaan untuk menjamin keadilan elektoral dan 

memperkuat demokrasi konstitusional di tingkat daerah. Pengadilan ini 

diharapkan mampu menangani sengketa Pilkada secara independen, adil, dan 

efisien, sekaligus menjadi penjaga integritas suara rakyat dalam sistem demokrasi 

lokal. Kesimpulannya, pengadilan khusus merupakan instrumen strategis untuk 

memperkuat demokrasi daerah serta memastikan penyelesaian sengketa pilkada 

secara adil dan legal, sehingga mendukung stabilitas politik dan kepercayaan 

masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat lokal. 

  


